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2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu telah melakukan penjelasan topik yang saling berkaitan,
berikut adalah rujukan peneliti dalam menyusun penelitian ini :
1. Sukran, Rajindra, & Dicky Yusuf (2020)

Peneliti ini mengambil topik analisis kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi
Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif data
deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu data yang sudah
diperoleh, dikumpulkan, dianalisis, dikategorikan, dan dikaitkan untuk
memperoleh hubungan agar sampai pada kesimpulan. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Sukran et al., (2020) menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan

pemerintah provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki syarat diakuntansikan dengan

benar.
Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan :
a. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki topik yang sama
yaitu tentang laporan keuangan pemerintah daerah.
b. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki jenis penelitian

yang sama yaitu penelitian kualitatif.



Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan :
a. Metode pengumpulan data terdahulu menggunakan data deskriptif

sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik wawancara.

b. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah provinsi

Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian saat ini menggunakan kecamatan

Taman kabupaten Sidoarjo sebagai sampel.

2. Yundy Hafizrianda, Ida Ayu Purba Riani, & Boy Pieter Nizu Kekry

(2019)

Peneliti ini mengambil topik analisis kualitas pengelolaan keuangan
daerah di provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang
digunakan penelitian ini yaitu menghimpun data dan informasi ialah teknik
dokumentasi, pada beberapa lembaga resmi yang memproduksi Data atau
memaksimalkan data online pada beberapa website resmi pemerintah. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Hafizrianda et al., (2019) menunjukan bahwa
kualitas pengelolaan daerah dalam perencanaan penganggaran dapat dikatakan
berkualitas baik.

Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan :
a. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki topik yang sama

yaitu tentang laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki jenis penelitian

yang sama yaitu penelitian kualitatif.



Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan :
a. Metode pengumpulan data terdahulu menggunakan data yang telah

dipublikasikan oleh pihak / sumber lain sedangkan penelitian saat ini

menggunakan teknik wawancara .

b. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah provinsi Papua,
sedangkan penelitian saat ini menggunakan kecamatan Taman kabupaten
Sidoarjo sebagai sampel.

C. Penelitian ini tidak menambahkan metode kuantitatif dalam penelitian.

3. Rustan & Muttiarni (2018)

Peneliti ini mengambil topik analisis pengelolaan keuangan pemerintah
daerah kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan
keuangan pemerintah daerah kabupaten Pinrang. Sampel dalam penelitian ini yaitu
pegawai instansi pemerintah daerah kabupaten Pinrang. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Rustan & Multtiarni (2018) menunjukan bahwa kabupaten Pinrang
masih bergantung pada dana bantuan dari pihak eksternal, kabupaten Pinrang belum
mampu membiayai pembelanjaan rutin, dan kabupaten Pinrang masih belum
memperhatikan pembelanjaan rutin.

Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan :
a. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki topik yang sama

yaitu tentang laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki jenis penelitian

yang sama yaitu penelitian kualitatif.
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C. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki teknik
pengumpulan data yang sama yaitu menggunakan wawancara.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
informan yang berbeda. Pada penelitian terdahulu menggunakan kabupaten
Pinrang, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan kecamatan Taman
kabupaten Sidoarjo sebagai informan.

4. Jaecklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, & Hendrik Gamaliel

(2017)

Peneliti ini mengambil topik analisis pengelolaan keuangan desa
berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no 113 tahun
2014. Sampel dalam penelitian ini yaitu pihak yang berhubungan dengan kegiatan
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Adow.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamuaya et al
(2017) menunjukan bahwa pemerintah Desa Adow tidak menggunakan dan masih
tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sebagai acuan
dikarenakan kurangnya pemahaman atas aturan tersebut, kegiatan penatausahaan
keuangan di Desa Adow sudah dilaksanakan dengan baik, dan kegiatan pelaporan
keuangan di Desa Adow sudah diolah secara baik tetapi masih terlambat dalam
pelaporannya.

Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan :
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a. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki topik yang sama
yaitu tentang laporan keuangan .

b. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki jenis penelitian
yang sama yaitu penelitian kualitatif.

C. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki teknik
pengumpulan data yang sama yaitu menggunakan wawancara.

Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan :
a. Penelitian saat ini tidak menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 dalam penelitiannya.

b. Penelitian saat ini menggunakan keuangan daerah sedangkan penelitian
terdahulu menggunakan keuangan desa.

C. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah desa Adow
kecamatan Pinolosian kabupaten Bolaang Mungdow, sedangkan
penelitian saat ini menggunakan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo
sebagai sampel.

5. Marlin Pareda, Jullie J. Sondakh, & Venthe llat (2017)

Peneliti ini mengambil topik analisis pengelolaan keuangan daerah
pemerintah daerah kabupaten Talaud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten Talaud. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pareda et al., (2017)

menunjukan bahwa :
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a. Proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan ketentuan dalam
peraturan no 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran tetapi pada Pemerintah Kabupaten kepulauan Talaud
selama ini sebagian tidak sinkron,

b. Proses Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam
proses pencairan keuangan pejabat yang terkait didalamnya sudah
memahami alur pencairan keuangan pengelolaan keuangan daerah tapi
seringkali tidak patuh pada aturan yang ada karena seringkali melewati
batas yang ditetapkan
Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan :

a. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki topik yang sama
yaitu tentang laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki jenis penelitian
yang sama yaitu penelitian kualitatif.

C. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki teknik
pengumpulan data yang sama yaitu menggunakan wawancara.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
informan yang berbeda. Pada penelitian terdahulu menggunakan kabupaten Talaud,
sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan kecamatan Taman kabupaten

Sidoarjo sebagai informan.
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Adisty Bramantyo Sahertian (2016)

Peneliti ini mengambil topik analisis kualitas laporan keuangan daerah

sebagai salah satu syarat terwujudnya good governance. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis kualitas laporan keuangan daerah sebagai salah satu syarat

terwujudnya good governance. Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala BPKAD,

kepala bidang aset pada BPKAD, kepala bidang pendapatan pada Dispenda, kepada

inspektorat dan anggota masyarakat kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Sahertian (2016) menunjukan bahwa pemerintah :

a.

Pemerintah Kabupaten Kediri telan memenuhi karakteristik kualitatif
laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
2010.

Pemerintah Kabupaten Kediri masih perlu melakukan perbaikan terhadap
laporan keuangannya agar tercipta good governance.

Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Kediri ialah kesalahan
pencatatan yang dilakukan oleh individu-individu yang memanfaatkan
keterbatasan pada proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai
dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan :
Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki topik yang sama

yaitu tentang laporan keuangan pemerintah daerah .
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b. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki jenis penelitian
yang sama yaitu penelitian kualitatif.

C. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki teknik
pengumpulan data yang sama yaitu menggunakan wawancara.
Penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan :

a. Penelitian saat ini tidak menggunakan good governance dalam
penelitiannya.

b. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah kabupaten
Kediri, sedangkan penelitian saat ini menggunakan kecamatan Taman
kabupaten Sidoarjo sebagai sampel.

2.2 Landasan Teori

Berikut ini adalah teori — teori untuk mendukung dan juga sebagai dasar

penjelasan analisis dan pembahasan di dalam penelitian.

2.2.1 Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik desa /
kelurahan. Kecamatan merupakan organisasi yang melayani kehidupan
masyarakat. Kecamatan menurut Pasal 1 angka 24 UU RI nomor 23 Tahun 2014
menjelaskan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah
dari daerah kabupaten / kota yang dipimpin oleh camat. Pasal 1 angka 24 UU RI
nomor 23 Tahun 2014 kecamatan memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
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2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang —
undangan

4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan
s Membina penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang dibawahi oleh sekretaris,
seksi — seksi, serta kelompok pejabat fungsional yang menjalankan tugas berbeda
beda. Struktur organisasi yang terdapat dalam pemerintah daerah Kecamatan
Taman mengenai organisasi dan tata kerja Kecamatan Taman sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi

KELOMPOK SEKERTARIS
J."\BP\'I‘A’\N CI!\N‘I/\']‘
FUNGSIONAL

SUB BAG PLT. SUB BAG

PERENCANAAN & UMUM &
KEUANGAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PLT. SEKSI SEKSI SEKSI PLT. SEKSI
PEMERINTAH TRANTIB PEREKONOMIAN KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN

| LURAH SETIAP DESA l

Sumber : https://taman.sidoarjokab.go.id/?page=struktur-organisasi
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Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD vyaitu
menyusun anggaran OPD sesuai dengan peraturan undang undang. Anggaran OPD
kecamatan disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan. Rencana kerja kecamatan
disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan. Kecamatan mempunyai
dokumen perencanaan yang wajib dimiliki oleh setiap OPD. Dokumen tersebut
merupakan dasar dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau

APBD tanpa dokumen perencanaan mustahil untuk menyusun APBD.

2.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu ringkasan dari
suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi
selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik
dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Baridwan, 1998). Kualitas dalam
pembuatan laporan keuangan harus terjaga, informasi dalam laporan keuangan
yang akan dipublikasikan harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang
material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya
akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid
dan dapat diandalkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan
karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Keempat karakteristik merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut

Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010:
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1. Relevan apabila informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi
keputusan pengguna dengan mengevaluasi masa lalu ataupun masa kini,
dapat memprediksi masa depan, dan mengoreksi hasil evaluasi di masa
lalu.

2. Andal apabila laporan keuangan bebas dari kesalahan dan pengertian yang
menyesatkan, menyajikan laporan keuangan dengan jujur, dan dapat
diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan apabila informasi yang terdapat di laporan keuangan
akan berguna jika dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Dapat Dipahami, apabila informasi yang terdapat di laporan keuangan
dapat dipahami oleh pengguna dan istilah yang telah disesuaikan dengan
batas pemahaman pengguna.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 mengenai
pelaporan keuangan dan Kinerja instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang
maha Esa presiden republik Indonesia. Laporan kinerja dilaporkan oleh satuan kerja
perangkat daerah selambat — lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan berdasarkan
kaidah — kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan keuangan meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan

belanja yang masing — masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.



18

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, dana per tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber
daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode
pelaporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi
kenaikan / penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan

neraca.

2.2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan ciri yang dimiliki seseorang yang dilihat dari
kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas —
tugasnya (Indriasari & Nahartyo, 2008). SDM (sumber daya manusia) yang tidak
memiliki kompetensi dalam bidangnya maka tidak akan menyelesaikan
pekerjaannya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Kompetensi SDM yang

memadai khususnya kualitas pribadi SDM terdiri dari potensia pendidikan,
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pengalaman, dan pelatihan dan diukur dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
SDM tersebut (Sudiarianti et al., 2015). Laporan keuangan dapat menghemat waktu
pembuatannya dengan adanya kompetensi, karena pengelola keuangan mempunyai
pemahaman dan pengetahuan akan hal yang dikerjakannya sehingga dapat
diselesaikan secara tepat pada waktunya. Kriteria yang dimiliki oleh sumber daya
manusia dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah :
1. Latar belakang pendidikan

Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang
diperoleh pegawai. Kemampuan penyusunan laporan keuangan akan lebih efektif
apabila yang menyusun adalah SDM yang memiliki latar belakang pendidikan
akuntansi. Pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan
kebijakan tetapi tidak memperhatikan kredibilitas dan nilai yang mempengaruhi
pilihan tersebut dan akuntan dasarnya memiliki tindakan berdasarkan nilai yang ada
dalam pikiran mereka Gaa & Thore (2004).
2. Mengikuti pelatihan

Pelatihan sebagai bagian dari pendidikan yaitu mengenai proses belajar
untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang
berlaku dalam waktu relatif singkat yang lebih mengutamakan praktek daripada
teori. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai
keahlian dan kemampuan tertentu agar berguna dalam pekerjaannya. Pelatihan
penting dilakukan guna untuk membantu karyawan atau sumber daya manusia yang
tidak memiliki latar belakang akuntansi atau kurang paham mengenai penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah. Kementerian keuangan dalam meningkatkan
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kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan misi kementerian
keuangan, direktorat kapasitas dan pelaksanaan transfer melakukan kegiatan
bimbingan teknis bagi pengelola keuangan daerah. Kementerian keuangan
membuka bimbingan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan baik itu
pemerintah pusat maupun kecamatan, untuk mengetahui informasi tersebut bisa

mengakses link berikut ini (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/).

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja yang luas akan lebih mudah berinteraksi dalam
melaksanakan pekerjaannya baik di organisasi. Pengalaman adalah proses
pembentukan pengetahuan atau keterampilan mengenai sebuah pekerjaan karena
keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. SDM yang
tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi tetapi SDM tersebut telah
memiliki pengalam pekerjaan bertahun tahun dalam menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah maka kompetensi yang dimiliki karyawan tersebut tinggi.
Pengalaman kerja membuat seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan

kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

2.2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pencatatan dan pelaporan
APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah baik kecamatan, kabupaten, atau
provinsi. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan tahap awal pengumpulan
data hingga pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang

dihasilkan berdasarkan sistem akuntansi, namun tidak semua pegawai di
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pemerintah memahami SAKD (Wati et al., 2014). Permendagri Nomor 21 Tahun
2011 menjelaskan SAKD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan yang dapat dilakukan
manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pengumpulan data seluruh bukti
transaksi setiap dilakukannya transaksi, selanjutnya mencatat secara kronologis
atas transaksi yang telah terjadi, dilanjutkan dengan pengikhtisaran / penggolongan
sesuai dengan pos yang telah ditentukan, dan dibuatlah laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan maupun pemerintah daerah.
Permendagri Nomor 62 Tahun 2013 sistem akuntansi keuangan daerah adalah
serangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi hingga pelaporan
keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah. Permendagri Nomor 62
Tahun 2013 Pasal 6 ayat 2 menjelaskan sistem akuntansi OPD mencakup teknik
pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan
LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan
laporan keuangan OPD dengan berbasis akrual.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hasil Kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka
kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini :



Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran
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Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan laporan

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang

berkualitas harus memenuhi 4 indikator karakteristik kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah yang tercantum dalam PP no 71 tahun 2010, yaitu : Relevan,

Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami. Laporan keuangan dalam

pengelolaannya juga tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia dan

sistem akuntansi keuangan daerah agar menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas.




